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Lembaran Negara Nomor 4139); :

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4502);

18, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4575);

21, Peraturan vm:m._sss Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomor 4577);

23, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomor 4578);

24, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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g 28, Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1 29, Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
i Anggaran 2015;

30 Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Keblijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

31. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN :
apkan | PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

e Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanfa Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagal berikut :
|, Pendapatan Daerah : '
0 Pendapatan Asll Daerah Rp 32.940.876.000,00
" b, Dana Perimbangan Rp 680.621,983,000,00
. ¢ Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 96.590.139.773,00
i Jumlah Pendapatan Rp 810.152.998.773,00
% Belanja Daerah
~ 8, Belanja Tidak Langsung
~ 1) Belanja Pegawal Rp 340.530.999.235,00
2) Belanja Hibah Rp 22.259.850.000,00
3) Belanja Bantuan Soslal Rp 956.000,000,00
4) Belanja Bantuan Keuangan Rp 25.303.286.773,00
5) Belanfa Tidak Terduga Rp 500.000.000,00

Rp 389.550.136.008,00




jo Langsung

Belanja Pegawal Rp 30.605.328.200,00
%) Belanjs Barang dan Jasa Rp 166.435.013.463,00
) Belanje Modal Rp 244903,021,102,00
»r Rp 441.543.362.765,00
; r‘ Jumlah Belanja Rp 831.093.498.773,00
. -;"‘" ~ Surplus/(Defisit) Rp (20.940.500.000,00)
» Rp 29.150.000.000,00
b RD 8.209.500.000,00
b Jumlah Pemblayaan Netto Ro 20.940.500.000,00
.
8 Lablh Pemblayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp
-
5 Pasal 2.
JAasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Gunung Mas.
ol
I8
3 Pasal 3
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirindi lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Gunung Mas.
" Pasals
.;, |,', .
piran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan baglan yang tidak terplsahkan dari Peraturan Bupati Gunung Mas.

i
b Pasal 5

anaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Inl dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesual
# ketentuan perundang-undangan.




; Peraturan Bupati Gunung Mas Inl mulal berlaku pada tanggal ditetapkan,

: Pasal 7
fid
__M_w Peraturan Bupati Gunung Mas Iril mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Gunung Mas Inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 23 Desember 2014

| ~ Dlundangkan dalam Lembaran Daerah
~ Kabupaten Gunung Mas
© pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

.“_.. ~ KABUPATEN GUNUNG MAS,

~ DERITA/DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
~ NOM@ZR 308/2014 SERI A
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